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ABSTRAK
ASPEK HUKUM TERHAPAP TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN OLER
PEJABA'T PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Stabat)

Korupsi di Indonesia sudah mcluas dalam masyarakat dan perkembangannya
terus menetus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jupilab kasus dan jumlah yang
terjad) dan kerugian keuangan negasa maupun dar segl kualitas tindak pidana yang
dilakukan semakin sistcmatis scrta lingkupnya yang mcmasuki seluivh aspek

kehidupan.

Bahwa pelaku tindak pidina korupsi dapat dibagi tigs yakni pegawai negen,
bukan pegawai negers dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai ncgery dan bukan
pegawai ncgeri. Balam Skeipst in1 mersmuskan tentang, faktor penyebab tindak pidana
korupsi yang dilakukan olch pegawai negen dan upaya penangulangan tindak pidan

korupsi

B8ahwa subjckiobick penehtian ini adalah Pejabat Pegawai Ncgeri Sipit
Kabupaten Eanekatl dan sebanyak kurang lebih 8 kasus dalain waktu sciabun. Metodc
penulisan Skripsi im1 berupa spesifikasi penubsan melalul pengumpulan da!alyang
mcmpergunakan datn printer Jan sckunder dengau cara Studi chusuakaaén daa
meltakukan wawancara terhadap jaksa pada Kcjaksaan Negeri Stabat dan Hakim pada

Pengadilan Negcri Stabat.

Bahwa kesimpulan tindak pidana korupsi adalah merupakan bentuk kepahatan
yang bertujuan menguntupgkan dinn sendiri, orang lain atau suvatu korporasi dan
merug)kan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Oleh karcna ttu pclaku-pelaks
tavdak pidana kopupsi barus dikenakan sanksi pidana yang begitu berat agar menjadi

cfek )era bag) pelaku-pelaku atau yang ingin melakukan korupsi.
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waktunya.
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7. Selunth keluarga dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu.
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kita semua. Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan pada penulis
mengucaphen terima kasih.
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BABI

PENPAHULUAN

A. Latar 8elakang

Bahwa pembangunan nasional bertujuan mewwjudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakal Indonesia scluruhnya yang adill, malanur, scyahtera,
dan tertib berdasrkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahlcra tersebut,
perfu secara tersu-menerus ditingkatkan wusaba-usaha pencegaban dan
pemberantasan tindak pidana korupsi pada khusunya.

1 tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi
masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentok penymmpangan lainnya
semakin meningkatl, karena daiam karena dalam kenyataan adanya perbuatan
korupsi telah menimbulkan kcrugian ncgara yang sangat besar vang pada
gilirannya dapat berdamnpak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk i1tu
upaya penceégahan dan pemberantssan kerupsi p.c-rlu sangal dmingkatkan dan
diintensitkan dengan ctap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan
masyarakat.

Bahwa korpsi akhir-akhir ini semakin sering ramai diperbincangkan, baik
di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, diskusi dan
scbagainya yang telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena
telah merambah keseluruhan kehidupan masyarakat sehingga muncul pemikiran

negatif bagi bangsa Indonesta di dalam pergaulan intemasional.
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Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang
korupsi bukan lag meupakan pelanggran hukum, melainkan sekedar suatu
kebiasaan. Bahwa dalam selurub penulisan perband:ngen korupsi antar negara,
Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. 'Berbagai cara telah ditempuh
untuk membgrantas Korupsi secara beisamaan dengan semakin canggib modus
yang dilakukan oleh pelaku korupsi, hal ini dapat dengan kebijakan-kebijakan
yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di
Negallfa ini.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah
cukup banyuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan
dan pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tent:img perubahan atas Undang-Undang
Namor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Masalaah korups: ini scbenarnya bukanlah masalah baru ¢ [ndonesia,
karcna telah ada sejak era tabun 1958-an bahkan berbagai kalangan menilai bahwa
korupsi telah menjadi bagian nilai kehidupan, menjadi satw sistem dan menyatu
dengan penyélenggaman pemerintah negara.3

Pcnaggulangan korupsi di era tersebul maupun dengan menggunakan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindakan korupsi
banyak mememukan kegagalan yang disebabkan berbagai institusi yang dibentuk

antuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif,

~ tpfid wrkipediaswiki/eon@si di {ndenesia 2009
© Mosdrares Korpsi berama KPK  Drs. Ennansyah [jaja, SH., M.Si, Hal 26,
Oacyodio ct al, sorotegi pencegahun dan penegakan hukum tindak pidana torupsi, hal ).
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